BERITA DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2018 NOMOR 21

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN PENELITIAN TERHADAP
PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH DALAM PEMBERIAN LAYANAN

Menimbang

Mengingat

PUBLIK TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status
Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di
Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Konfirmasi Status Wajib Pajak dan

Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah dalam

Pemberian Layanan Publik Tertentu;

i

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor ...
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PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
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TENTANG

TATA CARA KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN PENELITIAN TERHADAP
PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH DALAM PEMBERIAN LAYANAN
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PUBLIK TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status

Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di

Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Tata Cara Konfirmasi Status Wajib Pajak dan

Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah dalam

Pemberian Layanan Publik Tertentu;

1.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota
Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor ...
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Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3952);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016
tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian
Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA KONFIRMASI STATUS
WAJIB PAJAK DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN
KEWAJIBAN PAJAK DAERAH DALAM PEMBERIAN LAYANAN
PUBLIK TERTENTU.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.

2. Pemerintah ...




10.

ks

12.

B

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
Bupati adalah Bupati Kutai Timur.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu
Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas,
menyatakan sah atau diperbolehkannya seorang atau badan hukum untuk

melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Perizinan adalah proses pemberian legalitas kepada orang atau pelaku
usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

Nonperizinan adalah pemberian segala macam bentuk rekomendasi dan

dokumen lainnya kepada seseorang atau badan hukum tertentu.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut
PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai,
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang
digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan
pertambangan.

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat
BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan Kketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan daerah.

Konfirmasi Status Wajib Pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk

memperoleh keterangan status Wajib Pajak.

Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh
Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak
atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.

13. Penelitian ...




13.

14.
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Penelitian terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah adalah kegiatan yang
dilakukan oleh Pemerintah sebelum memberikan layanan publik tertentu

kepada orang pribadi atau badan.

Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah
Daerah kepada Masyarakat.

BAB Il
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK

Pasal 2

Pemerintah Daerah melalui PD yang membidangi perpajakan daerah
melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak sebelum memberikan Layanan
Publik Tertentu.

Pemerintah Daerah melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak kepada
Menteri yang membidangi urusan keuangan melalui Direktur Jenderal Pajak

untuk memperoleh keterangan status Wajib Pajak.

BAB III
PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

Pasal 3

Pemerintah Daerah melalui PD melakukan Penelitian terhadap Pemenuhan

Kewajiban Pajak Daerah dari permohonan Layanan Publik Tertentu

Pasal 4

(1) Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)

terdiri atas:
Izin usaha perdagangan;

a
b. Izin usaha hiburan;

L.

Izin mendirikan bangunan;

e

[zin usaha restoran;
e. Izin tempat penjualan minuman beralkohol;
f. Izin trayek;

g. Izin usaha perikanan;

i. Izin ...




(2)

L.

m1.

=B

Izin memperkerjakan tenaga kerja asing;

Perizinan dan Nonperizinan di Kelurahan dan Desa;
Perizinan dan Nonperizinan di Kecamatan;

pemasangan sambungan baru air minum dari PDAM;
pemasangan sambungan baru listrik dari PLN; dan/atau

Pendaftaran murid baru pada Perguruan Tinggi.

Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1) dilakukan melalui:

a.

sistem informasi pada Pemerintah Daerah yang terhubung dengan
sistem informasi pada Kementerian yang membidangi urusan

keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak; atau

aplikasi yang telah disediakan oleh Kementerian yang membidangi

urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.

BAB IV
DOKUMEN TERKAIT DENGAN PEMBERIAN
LAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 5

Pemerintah Daerah melalui PD yang membidangi perpajakan daerah dapat

memberikan Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (1) hurup a sampai dengan huruf d, kepada pemohon, apabila pemohon

dapat menunjukkan dokumen adalah sebagai berikut:

a.

b.

bukti lunas pembayaran PBB-P2 tahun terakhir beserta tunggakannya;
bukti pembayaran BPHTB dalam hal terjadi pengalihan kepemilikan;
laporan pemenuhan kewajiban pajak daerah; dan

keterangan status Wajib Pajak dari Kementerian yang membidangi

urusan keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.

Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berlaku terhadap

pemberian Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

(3) Dokumen ...




(3)

(1)

(2)
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Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak berlaku
terhadap pemberian Layanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (1) huruf j sampai dengan huruf n.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah
melakukan pembinaan yang bersifat umum dalam bentuk fasilitasi,

konsultasi, monitoring dan evaluasi.

Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah
melakukan pengawasan umum terkait konfirmasi status wajib pajak dalam

pemberian Layanan Publik Tertentu oleh Pemerintah Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Diundangkan di Sangatta

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 23
BUPATI

pada tanggal 23 Mei 2018 ISMUNANDAR
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

N

.

TRAWANSYAH
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